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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2009

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai
usaha meningkatkan penerimaan negara, diperlukan instrumen kebijakan di bidang
perpajakan, dan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, direktur Jenderla Pajak
diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN 4999);
PP No. 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 162, TLN 5268); Perpres No. 24 Tahun
2010 (LN Tahun 2014 No. 25).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Utang Pajak yaitu Utang Pajak yang timbul sebelum
tanggal 1 Januari 2015.

Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak
menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan memenuhi
ketentuan Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak, dan terdapat sisa Sanksi
Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Waijib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
dengen meneliti persyaratan dan ketentuan tersebut.

Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi tidak memenuhi persyaratan
dan/atau tidak memenuhi ketentuan, maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan
permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian
permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak
memenuhi ketentuan atau persyaratan, maka untuk permohonan yang pertama, Wajib
Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat
mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali, sedangkan untuk permohonan
kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3



(tiga) bulan belum terlampaui.

Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak
memenuhi ketentuan, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah memenuhi ketentuan,
serta persyaratan, Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi
Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, diterbitkan atas nama masing-
masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan, paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan diterima.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi,
tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai
dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi atau tanggal surat pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi
Adminitrasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2015.



